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TENTANG
AMgrUMMBUFTD AANGGAR KBQIATAN BBLAJAR (8KB)LAMPUNG UTARA MBNJADl AATUAR PKNXNDIKANMW FORMAL AANQQAR KBGIATAN BKLAJAR (AKB) LAMPUNG UTARAKABUPATNN LAMPUNG UTARA

OAWÜAW RAHMAT TUHAN TANG MAHA NBA
BUPATI lampung UTARA,

imbang : a bahwa Unit Pclaksana Teknis Dacrah (UPTDJ Songgar KegiatanBeMjwr (SKB) Lampung Utara dibentuk berdasarfcan PeraturanLampung Utara Nomor II Tahun 2009 tentangFembentukan Organisasi dan Ttta Keija Unit Pelaksana Tbknispada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Lampung

5^** sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTDJ, Sangcar
B^jar (SKB) dalam pelakaa.\uum tugaa pokok dan

terutama dalam peruejenggaraan programpendidikan kesetaraan mengalami kendala dalam memperolehPfomor R>kpk Sekolah National (NPSNJ dan Nomor Incfuk SiswaNational (NISN), dimana Nomor Induk Biawa National (N19N)ararat warga beb^ar untuk men^kud qjian national pendidikankeoctaraan;
c Unit Teknia Daerah (UPTD), Sanagar KcaiatanBelajar (SKB) telam» ini bukan satuan pendl^hmNonfcaxM]

aehtngga tidak dapat di akreditasi oteh Badan AkreditasiNational Pendidikan Non Formal (BAN PNF), a^iir^ga Sangmu*
Kegiatan Bclajar (SKB) tidak dapat menyelengganakaiL iy»nPendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan Pendidikan danmenerbitkan sertifikat kompetensi;

A bnhwa bcrdasarkan Peraturan Mcnteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungai SanggarKegiatan Beiajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Non fnrma!Sejenis; I
a bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dirnakmid hurufa, b, c dan d tersebut diatas, maka pertu ditetaptam PrratnmnBupati Lampung Utara tentang Alih Fungsi Unit PelaksanaIbknia Daerah (UPTDj Sanggar Kegiatan Beiajar (SKB) l-*mpMnEUtara Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar KegiatanBeiafar (SKB) Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara.



^«ifrUndang Notnor 28 Tahun 1959 tentang PonetapanUndang-Undang Dnrurat Nomor 4 Tahun 1956 (LembaranNe^ira Repubük Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 195« (Lembaran Negara
, ^donesiu Tahun 1959 Nomor 57) tentangFembentukan Dacrah Tingkat II termaeuk Kotapraja DalemUngkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai

<Urnbaran Kcpubük Indonesia Tahun

X "T* M 2003
, Nasionel (Lembaran Negara Republik Indonesia??? Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437); r

S. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipUNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014
Umbamn Negara Republik Indonesia

* N0T 23 TahUn ^^8 Pemerintah
RepubHk Indonesia Tahun 2014

Negara Republik Indonesia^8^ “bogalmana telah dhibah beberapa kali terakhir«engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (LembaranNegara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. TbmbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5 Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembtnaan Pengawasan Penycknggaraan Pemerfntahan DaerahNeg01» Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tarabahan Umbanm Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Pératuran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang WajibBc^ar (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008N^4^°mbaban Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentanc

(^mbaran Negara Republik IndonesiëTahun 2008 Nomor 91, Ttunbohon Lembaran Negara RepublikIndoneaia Nomor 4864);
8. ^raturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyetengganwn PendMikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TamhabanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)«bagaimana telah diubah dengnn Pernturan Pemerintah Nomor

»
2010 (UmbRran Negara Repubhk Indonesia Nomor31p7); ।9. Pératuran Pemerintah Notjtor 13 Tahun 2015 tr^tarmPerubahan Kedua Pératuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran NeoaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun
i 2011 tentang Pembentuknn Organises! dan Tata KerjaPtrangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Utara Thhun 2012 Namor 5)aebagahnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2).

MBMOTUBKAN:
M.aetapkan t PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG AUHFUNGSI UNIT PELAESARA TEtOTIS DAERAH IUPTD)

BKLA^^ (BKBJ LAMPUNG UTARAa*TUA« PENDIDIKAM ROM JrORMAï.
(8KB) UTARA KaSotatENIAMPXTNG UTARA

BA®1
KETENTUAN tJMUM

Paaall
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

? l.Dacrahadalah Kabupaten Lampung Utara;
1 ±P^atatak Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelcnggara Pemerintahan

: yang tnenumpm pcUkwnaan uruaan peroerintahan yang menjadl. Kewexumgan Daerah Otonom;
XDupati adalah Bupati Lampung Utara;

: adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung utara;X Kepala DInas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
«ïanjutnya disingkat SKB adalah Unit PtlaksanaTetaMS Dinas (UPTD| yang menangani urusan pendidikan Kabupaten LampungUtara yaugberbentuk Satuan Pendidikan Non formol S^enis;7* 1'™iidikan 1,00 formal s^enis yang Mlanjutnya disingkat SPNF sejenls,ayanan pendidikan yang mcnyelenggarakan programpenmducan Non formal;

^Biatan Belajar adalah Kepela Satuan Pendidikan Non FormalScjemadi Kabupaten Lampung Utara;
Pendidikan Non formal yang ectanjulnya disebut program PNF adalah^iByManpendi^ yang diselenggarakan untuk memberd^yakan masyarakatKecakapan Hldup (PKH), Pen&dlkan Anak Usia Dini (PAUD),Kep*mudaan, Pendidikan Pembcrdayaan Perempvan, PendidikanPendidikan Keterampilan dan Pelatlhan Kcrja, Pendidikan

Pendidikan Keluarga aerta pendidikan lain yang dilryukan^^7 mengernbangkan kemampuan peserta dldlk guna mclanjutkantejenjang pendidikan yang Jebih tinggi atau menjadl tenaga kmja yang mampumembuka usaha mandiri dan tenaga kerja di Dunia Uaaha. serta penyedialayanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jahrr pendidikanformat;
‘Kknis Daerah yang oelanjutnya disingkat UPTD adalah UnitTteknls di Lingkungan Dinas Pendidikan Lampung Urara



r.?--
BAB n

okganibabi
Bagtan Psrtama
Psstbentakan

Pasal 2
(IJ Status 3KB Lampung Utara dialihfungsikan dan L'PTD SKB Lampung Utaramenjadi SPNF Lampung Utara

unmpung utara

(2) SPNP, SKB Lampung Utara bertempat di Desa Bandar K«gunpan RayaKccamatan Abung Selatan.
<3| SPNF SKB Lampung Utara dibentuk bcrdasarkan potensi, karakteristik dan

beban kerja.

BagianKadna
Kedvdukan, Tvgaa dan Fnngsl

Pasal 3
U1 SKB Lampung Utara adalah SPNF pada Lingkup Dinas PendidikanKabupaten Lampung Utan».

SKB Lampung Utara dipimpin oleh seorang tenaga fungsionaj pemong betajardiben ty«Ra tambahan sebagai kepala SKB yang berada dibawah danbertanggung jstwab kcpada Kepaia Dinas Pendidikan.
Pasal 4

SPNF SKB mempunyni tugHs poknk menyelenggarakan. membina. mendampingi.Pereontohan, mengembangkan model dan kurikuium muatan iokalraeMlwnakan penjaminan mutu program Pendidikan Ar.ak Usia Dini (PAUDI danMasyarakat (DIKMAS). melaksanakan pengabdian masyarakat danPengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Pasal S
Untuk melaksauakan tugas sehagaimann dimaksud dalam Pnsal 4, SKB sebagaisatuan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:
a. Menyetenggarakan program pendidikan anak uaia dlni dan pendidikan

masyarakat; 1

b, Melakuknn pembinaan pendidik dan tenaga kependidtkan satuan pendidikan
r.onformal lainnya;

c. Mekakukan pendampinRan begi satuan pendidikan nonformal lainnya yangmenyekmggarakan pr^am pendidikan anak usia dint dan pendidikan
tnasyarukat;

d Merrbuat perrontohan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) danpendidikan rttasyarakat; l
e. Mengembangkaa dan uji coba model program pendidikan anak usia dini danpendidikan- masyarakat,
: Mengembon^can kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi programpendidikan anak usia dini dan pendidikan manyamkat;
g. Sebagai pusat penyelenggaraan peniiaian program pendidikan anak usia dini

idan pendidikan masyarakat:
b Mciakasnnkan pengabdian masyarakat;
i Melaksanakan pengendalian mutu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dan Pendidikan Ma^araka: (DfKMAS); dan
Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kctatausahaan SKB.



Bagian Kstiga
Bneunan Organisaai

Pasal «
Susunan Organisast Sanggar Kegitan Belajar (SKB) terdiri dan:a. Kepala SKB;
b. UrusariTata Usaha; dim
e. Keiompok Jabatan FungaionaL

Pasal 7
(1) Kepala SKB adalah Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas rnmbahan
W KuaKSkasi akademik Kepala SKB aerendah-rendahnya berpendidikan Strata 1(Sl) dan memfHki masa ketja sebagai pamong belajar mintmat $ (Ihna) tahun.(3) Tugas Kepala SKB adalah mcngelola, mengkoonfinasflcan, mcngkosultaaikan,mepibina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program SKB sebagaij satüan pendkltknn Non formal.

• W ntdakaanakan tugas dan lüngsinya dibantu oleh KelompokJabatan Fungsional, Kepala Urusan dan Staf Tan» TTaaha
W ^am ^E09 ftmgsinya kepala SKB berkoonfinasi rimganDmas Perdidikan melalui Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan Informal(PNFÏ) atau aebutan lain yang scjenis.

Paaal *(1) Urusan tata usaha dipimpin oleh satu orang kepala tata Usaha.ra Kepala Urusan tata usaha bertanggung jawnb kepada kepala SKB.P) Urusan tata usaha terdiri dart tenaga admlnistraai umum, keuangan,pust&kawan, labórat, teknisi dan operator komputer.
Tata Usaha memiliki tugas mclakoanakan urusan administraeikunkutum, peserta didik, kepcgawaian, keuangan, sarana. dan prasarana,hubungan inasyarakat. persuratan dan pengamfpan

Pasal 9
II) Kelompok Jabatan Fungsional di SKB terdiri dan Pamong Bekyar dan Jabotanyang menunjang penyelenggaraan program PendidikanAnak Usta Dini (PAUD) den Pendidikan Ma^rarakat (DlKM AR)(2) Jabatan Fungsional Pamong belajar dan jabatan fungsional lain dipimpin olehKoordinator pamong yang ditunjuk oleh kepala SKB.
(3) Tya koordinator pamong adalah membontu kepala SKB dalam menyiapkanpwumusan kebijakan tekms, pengkpjian dan pengembangan programpembebyaran peningkatan mutu pendidik dan tenaga kepcndidikan

pengendalian mutu program (PAUD) dan Pendidikan Maeyarakat (DIKMAS)
dalam pengabdian pada masyarakat.

Hl Koordinator Pamong dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PamongBelajar yang ditunjuk untuk tnelaksanakan urusan program Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD), Kcsctaraan dan Kenksaraan, Kursua dan Pclatihan,
penjaminan mutu, pendataan, informasi dan pengabdian pada masyarakat.(5) Tugas Pamong Belajar adalah mclaksanekan pembclajaran, pernbimbingan
dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan dalam rangka percontohan.



(6) masing-masing jenjang jabatan sesuai denganPwnturaiX-Penindang-tindangan yang bcriaku. 1

Extern ^akwnakan tugasnya Pamong Bclajar bcrtanggung jawab kepada
n^paJa oKij,

Bagian 1» empat
Pexnbisyaan, Ketsnagaan dan sarana prasanna.

Pasal 10
111 ^"^^“VvSPNF SKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bchtnjauaerah (APOD) Kabupaten, Provinsi. Angfiaran Pendapatan dan Belania Negara(APBNj dan maeyarakat atau somber lain yang enh.
Pl Besarnya pembiayaan berdasarican peraturan yang bcriaku dan disesuikandengan Jenis dan jutniah program yang dUaksanakan.

Pasal 11
W s^^£SlSPNF SKB fanfional pamong beUtfar dan tenaga

pamong bel^ar dan tenaga administraei di SKB dhentukanöerdasancan Peraturan Perundangan yang bcriaku.
131 kompetensi pamong behyar dan tenaga adminiMrasi di SKBDerdasarkan Fcmturan Perundangan yang twtrlnku,
H tenaga funpritmal pamong bclajar dan tenagadi SKB dilakukan oleh Badan Kcpcgawaian Daerah acas usSkepala Dims berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analisis jabatan

Pasal 12
(I* S*™ia da” prasarana SPNF SKB sesuai dengan program Ptndidikan AnakUssa Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang dlselenggarakan.(2) Jenis, kecukupan dan kutditas sarana dan prsarana SPNF 3KB discauaikandengan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Bagiu kelims
Panga&gkstan dsn Pembarhsntiu dalam «htbeten

Pasal 13
(1> Kepala SPNF SKB Lampong Utara dtangkar dan diberhentikan oteh Bupaliberdasarkan usulan dan Kcpala Dinas.
(2) Kepala VrusanTata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkanusulan Kepala Dinas.
(3> Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Bclajar dan Tenaga Adnrinistrasidiangkac dan diberhemikan berdnsorkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.
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KETENTUAN PENUTUP
P*B*I 14

ini mulai berlaku, Pasal 2 ayat (1) angka IUtara Nómör 11 Tahun 2009 tentangTata Kerja Unit Pelaksona Teknia (UPT) podaKabupaten Lampung Utara (Berita Daerahhun 2009 Nomor 1 1} dicabut dan dinyatakan

Pada saat Pératu|an Bupati
Pératuran Bupati lampung
Pembentukan Org^niaasi dan
Dinas dan Badab Dttcrnh
Kabupaten Lmnpukg Utara Ta
tidak berlaku.

Pasal IS
Pemturan Bupati if>i berlaku sejak tanggal diundangkan.

«-mrtmAtan pengundm^n Ptmtumneup«U im deogan ftmempstanny» dnl.m Berita Darrah Kabupaten Lampung

Oiundangkan di Kotabwni
pada tanggal & Me.t’ 2016

SEKERTAR1S DAERAH

SAMSIR

Ditctapkan dl Kptabumi
pada.tanggal 2016

BUPATI LAMTOlfG UTARA,

AGUROILMU MAHOKOHEOARA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR..^O.



LAMPIRAN : PERATURAN BÜPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

*

TAHUN2016
2016

: AI.IH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKN18 BAERAH
SANOGAR KEGUTAN BSLAJAR (8KB) LAMPUNG
UTARA MENJADI SATÜAN PENDIDIKAN NON
FORMAL 8ANGGAR KEGIATAN HELAJAR (8KB)
LAMPUNG UTARA KABVPATEN LAMPUNG UTARA

STRUKTUR ORQANI8ASI
SATÜAN PENDIDIKAN NON FORMAL 8ANGGAR KEGIATAN BELAJAR (8KB)

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BUPATI LAMPUNG UTARA,




